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CUBERNITR RIA.U
PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Teniamin .k*:Tdtu" Arsip Vital

di lingkun;; Pem"erintah Frovinsi Riau' perlu dilakukan

pengelotaari-secara sistematis dan terpadu terhadap Arsip

Vital Yang terclpta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf t, p"tit' menetapkan Peratu(an Gubernur

tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Riau;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945;

Undans-Undang Nomor 6l Tahun lo58 LenLang

i"".*i"" U"AZ"g-Undang Darural Nomor '[9 Tahun 1957

;;;;-P;;;;;dkan Dairah-daerah swatantra ringkat T

;;;;.; Barat, Jambi dan Riau (Lembaran 
, -Negara

n.orUfit f"Oon."ia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Unda-ng-

ij"i.te ti;-b^*n Negara Republik Indonesia Tahun 1958

ll.*r.- 'iiif, Tamba=han iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan

il;;"; NAra Tahun 2OO9 Nomor 152' Tambahan

i*t".." Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
p"-"riit"tt.tt iaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

i"-f-r"" ZO l+ Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

nio"-Ufif. i"aot""ia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Y

i"ft""' zoiS tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

UilA""g Wo*o. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

O""ott'11"-U*"n Negara Republik lndonesia Tahun 2015

ll.*o. S's, Tambahan Lmbaran Negara Repubiik lndonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
peiaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
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Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tenlang Perubahan Atas peraturan l\4enteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentanq pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita ttegara nepublik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005
tentang Pedoman Perlindungan, pengarnanan dan
Penyelamatan Dokumen Arsip Vital Negara;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2O1S
tentang Pedoman Program Arsip Vital di Lingkungan Arsip
Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republii
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20951:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR
PENGELOLAAN ARSIP VITAL
PROVINSI RIAU,

TENTANG PEDOMAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAII

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi Riau.
3. Gubeinur adalah Gubernur Riau.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Riau.

5. Dinas adalah Dinas perpustakaan dan Kearsipan provins:
Riau.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Riau.

7. Pengelolaan Arsip Vital adalah suatu rangkaian kegiatanpenanganan Arsip Vital mulai dari identifikasi.pengumpulan, penaLaan, pengolahan, pelindungan.
pengamanan, dan penyelamamn serta penggunaan atas aisipyang 

.dikategorikan sebagai nrsip Vitai- di lingkungal
Pemerintah Provinsi.

8. Pencipra.arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirianoan otorttas dalam pelalsanaan lugas, fungsi dantanggung jawab dibidang pengelolaan arsip.
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9. Unit Pengolah adalah satuan keda pada- pencrpta.arsrp yang

mempuntai tugas dan tanggung jawab mengolah semua

arsip yang berkaitan dengan kegiatan penclpta arslp

dilingkungannya.

lo.Unit Kearcipan adalah unit kerja pada pencipta .arsip. 
yang

mempunyai tugas dan tanggung lawab oalam

penyelenggaraan kearslPan.

11. Arsip Vital adalah arsip yang . keberadaannya

mempakan persyaratan dasar bagi kelangsungan
op"rasio.tal pencipia arsip, tidak dapat diperbaharui dan

ti-dak tergantikan apabila rusak atau hilang'

12. DaJtar Arsip Vital adalah suatu daJtar dalam bentuk

formulir yarrg berisi data Arsip Vital milik Pemerintah

13.Identifikasi Arsip Vital adalah kegiatan pendataan -darl
menentukan jenis arsip yang dikategorikan sebagai Arsip

Vital.

14. Pendataan Arsip Vital adalah kegiatan pcngumpulan data

tentang jenis, jumlah, media, lokasi dan kondisi ruang
penyimpanan Arsip Vital.

15. Pengamanan Arsip Vital adalah suatu kegiatan melindungi
Arsilp vital baik fisik maupun informasinya terhadap
kemungkioan kehilangan dan kerusakan.

16. Penyelamatan arsip vital adalah suatu kegiatan
untuk memindahkan (evakuasi) Arsip Vital ke tempat yang

lebih baik.

17. Pemulihan Arsip Vital adalah suatu kegiatan perbaikan
fisik Arsip Vital yang rusak akibat bencana

18. Pelindungan Arsip Vital adalah kegiatan mengamankan,
menyelamatkan dan memulihkan Arsip Vital dari
kerusakan, hilang atau musnah baik secara fisik maupun
informasi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

a. terselamatkannya Arsip Vital yang diciptakan Perangkat
Daerah sesuai kaidah kearsipan dan ketentuan P€raturan
Perundang-undartgan; dan

b. terpenuhinya jaminan kepastian hukum terhadap
pengelolaan. penyimpanan maupun penggunaan arsip-arsip
Pemerintah Daerah yang dikategorikan Arsip Vital.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam melaksanakan program Arsip Vital
melalui kegiatan identifrkasi, pelindungan dan pengamanan
serta penyelamatan dan pemulihan terhadap Arsip Vital yang
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tercipta pada Perangkat Daerah dari kemungkinan kerusakan'
keh ilanga n. dan kemusnahan arsip.

Pasal 4

Pengelolaan Arsip Vital Pemerintah Daerah dilaksanakan

berasaskan :

a. kepastian hukum, yaitu penyelenggaraan pengelolaan Arsip

Viial berdasarkan ketenLuan peraluran Perundang-

undangan;

b. keautentikan dan keterpercayaan, yaitu pengelolaan Arslp

Vital harus dapat menjaga keaslian dan keterpercayaan ai:s1p

sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan

akuntabilitas;

c. keutuhan, yaitu pengelolaan arsip vital harus menjaga

kelengkapal arsip dari upaya pengurangan. penambahan,

dan pengubahan informasi maupun lisrknya yang dapat
mengganggu keautentikan dan keterpercayaan arsip;

d. keamanan, yaitu pengelolaan Amip Vital harus memberikan
jaminan keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran- dan
-penyalahgunaan 

informasi oleh pengguna yang tidak berhak,

e. keselamatan, yaitu bahwa pengelolaan Arsip Vital harus
meniamin terselamatkannya arsip dari ancaman bahay€',
baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan
manusla;

f. keprofesionalan, yaitu penyelenggaraan pengelolaan Arsip
Viial harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang
profesional yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan;

g. keantisipasifan, yaitu p enyelenggaraan p engelolaan -Arsip
Vital harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap
berbagai perubahal dan kemungkinan perkembangan
pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
seperti perubahan perkembangan teknologi informasr,
budaya, dan ketatanegaraan;

h. akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan pengelolaan Arsip Vital
harus memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan
harus bisa merelleksikan kegiatan dan peristiwa yang
direkam; dan

i, kemanfaatan, yaitu penyelenggaraan pengelolaan Arsip Vital
harus memberikan manlaat bagi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

BAB III
PENGELOLA ARSIP VITAL

(1)

Pasal 5

Arsip Vital yang asli dikelola dan disimpan oleh unit
kearsipan.

Salinan atau back-up Arsip Vital dikelola oleh Dinas.\2)



(3) Daftar Arsip Vital dikelola dan disimpan oleh unit kearsipan'

Pasal 6

Perangkat Daerah sebagai pencipta Arsip Vital bertanggung
jawab dalam hal sebagai berikuti

a. pengidentifikasian, pendataan, pengelolaan, penyimpanan'
penyelamatan, pelindungan, pengamanan' penentuan JangKa
simpan, dan penggunaan Arsip Vital yang diciptakannya'

b. pengendalian dan evaluasi pengelolaan Arsip Vital, sistem
dan sarana pelindungan, serta sumber daya manusra'

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, pencipta arsip dapat membentuk
Tim Kerja Program Arsip Vital yang ditetapkan oleh Kepala
Perangkat Daerah.

Tim kerja sekurang-kurangnya terdiri dari pejabat unit
kearsipan dan pejabat unit pengolah yang potensial
menghasilkan Arsip Vital.

Penanggung jawab Tim Kerja Program Arsip Vital yaitu
Kepala Perangkat Daerah pencipta Arsip Vital.

Pasal 8

{1) Perangkat Daerah sebagai pencipta Arsip Vital wajib:

a. mengelola dan menyimpan Arsip Vital ditempat yang
terpisah dari arsip lainnya serta benar-benar dapat
menjamin keamanan dan keselamatan Arsip Vitalnya; dan

b. menggandakan Arsip Vital dalam bentuk salinan minimal
2 (dua) rangkap dan dilegalisasi oleh kepala Perangkat
Daerai pencipta dan atau lembaga yang berwenang
membuat Arsip Vital dimaksud.

(2) Perangkat Daerah pencipta Arsip Vital yang ada kaitannya
dengan keuangan dan aset daerah wajib membuat
Daftar Arsip Vital sebanyak 3 (tiga) rangkap, masing- masing
untuk Perangkat Daerah pencipta, Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daefah Provinsi Riau, dan Dinas.

(3) Salinan Arsip Vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b diserahkan ke Dinas yang disertai berita acara serah
terrma.

(4) Materi beiita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikoordinasikan dengan Dinas.

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah pencipta
arsip dan Kepala Dinas yang dibuat di atas kertas
bermeterai,
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Pasal 9

Dinas wajib menyimpan, melindungi dan mengamankan
Arsip Vital maupun salinan Arsip Vital dan daftar Arsip Vital
y"rlg dititipt "tr atau diserahkan oleh Perargkat Daerah
pencipta Arsip Vital.

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Dinas harus membuat standar operasional
prosedur penyimpanan, pelindungan dan pengamanan yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
KRITERIA INFORMASI, IDENTIFIKASI, PENDATAAN DAN

PENGOLAHAN ARSIP VITAL

Pasal 10

Kriteria informasi arsip yang dikategorikan vital, yaitu :

a. Informasinya tidak dapat digantikan, baik dari aspek
administrasi, finansial maupun legalitasnya;

b. lnformasinya benar-benar bernilai guna dan sangat
dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan kegiatan
Perangkat Daerah karena informasinya dapat digunakan
sebagai alat rekonstruksi pasca bencana;

c. Informasinya mengandung bukti kepemilikan kekayaan (aset),

hak dal kewajiban Pemerintah Daerah; dan

d. Informasinya berkaitan dengan kebijakan strategis Pemerintah
Daerah.

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah sebagai pencipta arsip wajib melakukan
identilikasi arsip yang dikategorikan sebagai Arsip Vital
sesuai kriteria Arsip Vital.

Penentuan Arsip Vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan metode analisis sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pendataan Arsip Vital dilakukan untuk mengumpulkan data
tentang jenis arsip dari suatu unit kerja yang menyimpan
Arsip Vital.

Pengolahan Arsip Vital dilakukan berdasarkan kriteria Arsip
Vital yang disertai hasil analisis hukum maupun analisis
resiko.

Prosedur identilikasi, pendataan dan pengolahan Arsip
Vital dilakukar dengan mekanisme sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

(2)

(3)

(4)

(s)



(1)

(2)

Pasal 12

Hasil identifikasi Arsip Vital sebagaimana. diml!1ui aanm

i'?"i ii"""l til dituangkan dalam Daftar Arsip vital'

Daftar Arsip Vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

p"ii"g "eaidt 
memuat unit pengolah' norno: urut,,l:ll

ilitati j"nis/item series arsip, media simpan' volumeJ kurun

waktu/tahun pencrptaan. .;angka simpan' status hukum'

iot 
""i "i."pr", 

h"tode pelindungan' dan keLerangan'

Format Daltar Arsip Vital tercantum dalam Lampiran III dan

;;il;; bagia; tidak terpisahkan dari Peiaturan

Gubernur ini.

(4) Daftar Arsip Vital sebagaimana dimaksud pada ayat .(2)
' ' IllJiu" Jleh kepala Perangkat Daerah. Pencipta dan

U"tt"g"l sebagai sarana pengendali dan penemuan

kembali ArsiP Vital.

(s) Untuk mendapatkan .data vans "5":"1 *till --P.1Tli5:
Daerah pencipta arsip harus melakukan pembaharuan

i"irtJ"p'- oJt"t Arsip Vital sesuai dengan tingkat

perkembangannYa.

BAB V
PENGGUNAAN, LOI{ASI DAN STANDAR RUANG SIMPAN

Bagiarr Kesatu
Penggunaan

Pasal 13

Arsip Vital hanya dapat dipinjam dan digunakan.. atas

rekomendasi Kepala Perangkat Daerah pencipta Arslp vlLal'

Arsip Vilal tidak dapat dipinjam dan digunakan untuk

umum.

(3)

(1)

(2\

(1)

Pasal 14

t2l

Dalam hal kebutuhan kecepatan pelayanan qun

efektilitas pemanlaatan Arsip Vital yang ada dr seuap
p.r""nf..t baerah pencipta Arsip Vital' Arsjp Vital dapat

dipinjam dan digunakan oleh unit kearsipan atau pejaoat

vans diperintahkan secara terlulis oleh Kepala Perangkal
'o".iun p"""ipa nrsip Vital untuk kepentingan kedinasan'

Kepala Peranqkat Daerah dan pejabat yang ditugasi untuk

miminiam a-tau menggunakan Arsip Vital bertanggung
ju-.U 

""p"tt 
tttty" terhadap Arsip Vital yang dipinjam atau

disunakan.
(3) Khusus arslp perseorangan pegawai dapat d-ipinjam dan

dieunakajl untuk kepentingan kedinasan oleh Pegawar

beisanpkutan.
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(3)
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Pasal 15

Untuk lebih meningkatkan pengamanan Arsip Vital kepala
Perangkat Daerah sebagai pencipta Arsip Vital dapat menunjuk
dan mengangkat petugas penyimpanan dan pelayanan
Deminiaman,

(1)

Pasal 16

Arsip Vital dapat dipinjam dan digunakan untuk
kepentingan penyelidikan, penyidikan atau proses
pengadilan setelah mendapat persetqiuan Gubemur atau
pejabat yang ditunjuk secara tertulis oleh Gubernur.

Arsip Vital yang dipinjam dan digunakan untuk
kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
didaftar dan dikembalikan dalam keadaan utuh, baik fisik
maupun informasinya sebagaimana saat dipinjam dan
digunakan, dengan jaogka waltu peminjaman dan
penggunaan paling lama 1 (satu) bulan.

Perpanjangan peminjaman dan penggunaan Arsip Vital
untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilakukan izin ulaag peminjaman dan penggunaannya:

Pasal 17

Peminjaman Arsip Vital didasarkan pada prinsip
keamanan, kehati-hatian, prosedural, akuntabilitas, darl
ketaatan, yang bertujuan agar arsip tidak sampai di tangan
orang yang tidak berhak meminjam dan rnenggunakannya.

Prosedur peminjaman Arsip Vital tercantum dalam
Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(1)

Bagia! Kedua
Lokasi dan Standar Ruang Simpan

Pasal 18

Lokasi simpan Arsip Vital dapat dilakukan di lokasi internal
atau eksternal Dinas.

Lokasi simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
benar-benar dapat melindungi fisik Arsip Vital dari segala
kemungkinan yang dapat menimbulkan kerusakan,
kehilangan, kemusnahan, dan kebocoran inlormasi Arsip
Vital .

Ruang penlmpanan Arsip Vital harus memenuhi standar
simpan Arsip Vital sesuai ketentuan peraturan perundang-
undansan.

(2)

(r)

\2)

(3)
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BAB VI
PENATAAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 19

( r ) penataan Arsi e v i'"l 
:. 1::1s.::k ^L J"?# J;j: * 

t il,l'#i' ArsiP Vital Yang dltelapK

Daeiah PenciPta arsiP'

(2) Untuk melindungi kerahasiaan arsip vital 
't"lT*^l?:

Daerah pencipta arsrp dapat membuat kode rahasla

simpan.

Pasal 20

Perangkat Daerah pencipta Arsip Vilal perlu melakukan

;;Ji;;;; arsip vital dengan cara fumigasi secara Pe.oo.tx

i!'*ru""t"rl.^"- ir ti iebu. pengecekan tin gkat kerusakan, 
-kefl 

a s

ierhadap serangan Jarnur' seralrgga' keadaan^ lil-tl;,,,11"ot"'
::;;Ti;t"iiiiia ia''.luntan setiap halaman Arslp vrtar'

BAB VII
PELINDUNGAN DAN PENGAMANAN' PENYELAMATAN DAN

PEMULIHAN

Pasal 21

{1) Perangkat Daerah pencipta arsip 
. 
wajib Ttl"Illt:"

'-' o"ilrrO"lr.tgu" dan pengamanan Arsip Vital dari kerusakan

dan kehilangan'

(2) Perangkat Daerah pencipta arsip wajib melakukan
'-' o.nu.L*a*n Arsip Vital pada.- p"":" b."i:i11.',1:t'

;;;;;ki; kerusakan vang lebih parah serta pemulnan

nsit ariip vitat yang rusak akibat bencana'

(3) Prosedur pelindungan dan pengamanan frsil .v1tatt"' ;.;;;; iur"- r,":tttpit." V dan merupakan bagian tidak

i"rpi"tttk". d.ti eeraturan Gubernur ini'

(4) Prosedur penyelamatan dan pemulihan kerusakan Arsip

vital pt"* b",t"^"" tercantum dalam Lampiran Vl darl

meruiakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubeinur ini.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal22

(11 Dinas wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasant'' 
;;'1.J iJ"g"r"i""" Arsip Viial di lingkungan Perangkat

Daerah lebagai pencipta Arsip Vital'
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(21 Unluk melaksanakan pembinaan sebagaimana diT*:-:l
'"' ;; avat (1), Dinas bertanggung jawab memberlKan

[i*uitu"" telnis pengelolaan Arsip Vital'

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturafl Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Asar .seriap - ::""c_ ^.T:ff:fili'tt"?*"" il"#ilXH:X:oensundangan Peraturan uuDe

iatam Berita oaerah Provinsi Riau'

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 

GUBERNUR RIAU, 

Diundangkar Pekanbaru
pada tanggal 

PJ. SEKRETARI DAERAH PROVINSI RIAU'

sYerr HARRoFTE

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMO
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LAMPIRAN I IPERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : i

TAIYGGAL | 

METODE PEI{ENTUAI{ ARSIP VITAI

A. Teknlk Analists

1. Analisis llukum
Analisis aset dilakukan dengal melihat :

a) Apabila arsipnya mengandung hal< dan kewajiban atas kepemilikan'
' 

maka arsip tirsebut termasuk dalam kategori Arsip Vital;

b) Jika arsipnya hilang dan aset menimbulkan tuntutan aset terhadap
' individu atau organisasi, maka arsip itu temasuk dalam kategori fusip

Vital;

c) Jika arsipnya hilang, untuk melindungi hak-hak aset individu/organisasi
' harus dikeluarkan duplikatnya dengan pernyahan dibawah sumpah atau

dengan catataJr khusus, maka atslp itu termasuk dalam kategori Arsip

Vital.

2. Analisis Reslko

Analisis resiko dilakukan dengan ketentuan :

a) Jika arsipnya hilang, dan perlu merekonstruksi informasi' maka

temasuk dalarn kategori Arsip Vital;

b) Jika arsipnya hilang dan besar biaya yang harus dikeluarkan oleh' 
organisasi, maka termasuk dalam kategori Arsip Vital;

ci Jika arsipnya hilang yang menyebabkan. o-rganisasi menjadi tidak
produktif, maka termasuk dalam kategori Arsip Vital;

d) Jika menimbulkan kerugian pemerintah baik kerugian keuangan, fisik'
wal<tu, tenaga akibat hilangnya arsip maka termasuk da-lam kategori
Arsip Vital;

e) Jika menimbulkan hilangnya banyak kesempatan untuk memperoleh

keuntungan akibat tidak ditem[Lkannya arsip tersebut, ma-ka

dikategorikan sebagai Arsip Vital

B. Gontoh Arsip Vttal
1. Instansi pemerintah :

a) Kebijakan strategis, selama masih berlaku;

b) MOU darr pedanjian kerjasama yang strategis baik dalam maupun lua-r

negeri selama masih berlaku;

c) Arsip aset Negara (sertilikasi tanah, BPKB, gambar gedung, dan lain-laini;

d) Arsip hak paten dan coPY right;

e) Berkas perkara pengadilan;

f) Berkas perseorangan pegawal;

g) Berkas wilayah daerah, antar provinsi atau antar Kabupaten/kota'

2. Perusahaan IBUMD] :

a) Kebijakan perusahaar:

b) RUPS:
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c) Dokumen aset perusahaan (sertifikat tanah, BPKB, gambar gedung, blue
print, dan lain-lain);

d) ALte pendiiian;

e) Gambar teknik;

f) Piutang lancar (account receivable);

g) Saharn/ obligasi/ surat berharga;

h) Neraca rugi laba.

3. Perbankan :

a) Kebijakan perbankan;

b) Dokumen nasabah;

c) Dokumen kreditor termasuk agunair;

d) RUPS;

e) Dokumen desain aset dai produk perbankan;

f) Dokumen merger;

g) Dokumen aset perusahaan/bank {sertifikat, BPKB, gambar, darl lain-
lain).

4. Lembaga Pendidikan Tinggl/Sekolah :

a) Arsip kemahasiswaan / siswa;

b) Hasil penelitian inovatif;

c) Register mahasiswa/siswa;

d) Penomoran/Register jjazah, dU.

5. Rumah Sakit :

rekam medis {medical records)

GIJBERI{I'R RIAU,

SYAMSUAR
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1.

LAMPIRAN II : PERATURAN G RIAU
NoMoR t'
TANGGAL |

PROSEDUR IDEI{TIFIXASI, PENDA?AAN DAI{ PENGOLAHAN ARSIP VITAL

Identilikast Arsip Vital
a) Identifikasi diawali dengan melakukan analisis organisasi;

b)Analisis orgalisasi dilakuka:r untuk menentukan unit-unit kerja yang
potensial menciptakan Arcip Vital. Tujuan analisis organisasi untuk :

1) Mengetahui struktur, tugas pokok dan fungsi organisasi.

2) Mengetahui fungsi-fungsi substansi dan fungsi fasilitatif.

3) Mengetahui unit-unit kerja yang melaksanakan tugas darl fungsi yarrg

menghasilkan aJsip sesuai dengan kriteria Arsip Vital

4) Mengetahui substansi informasi arsip yang tercipta pada unit-unit kerja
potensial sebagai pencipta Arsip Vital.

Pendataan

a. Pendataan dilakukan untuk mengumputkan data tenta-ng jenis arsip dari
suatu udt keda yang diperkirakan menyimpan fusip Vital;

b. Pendataan dilakukan dengan dua cara :

l) Datang langsung ke lokasi.

2) Wawaicara dengan kepala unit pemilik a.rsip.

c. Pendataan menggunakan formulir yang berisi infomasi : orgalisasi
pencipta dan unit keda, jenis/item series arsip, media simpan, sarana temu
kembali, volume, periode {kurun waktu), jalgka simpan, atatus hukum,
sifat, lokasi simpan, sarana simpan, kondisi arsip, nama pendata dan
waktu pendataan (contoh ILa dan ll.b).

Pengolahan llasll Pendataalr

a. Pengolahan dilakukan setelah proses pendataan selesai;

b. Pengolahan dliakukan berdasarkan kdteria Arsip Vital dengan disertai hasil
ala.lisis hukum maupun alalisis resiko;

c. Prosedur pengolahan Arsip Vita.l :

1) Kumpulan formulir hasil pendataare;

2) Tuangkan data hasit pendataan ke dalam daftar Arsip Vital (contoh III);

3) Tentukan vita1 tidaknya aJslp yang tertuang dalam daJtal Arsip Vital
dengan cara:

a) Uji kesesuaian antara kriteria tusip Vital dengan hasil analisis
orgaiisasi darr ana-lisis hasil pendataan;

b) Periksa kembali jenis Arsip Vital yarrg ada dalam daJtar Arsip vital
dan pastikan bahwa yang tertuang dalam daftar Arsip Vita-l benar-
benar sebagai AISip Vital;

c) Keluarkan data arsip yang bukan vital dari daftar Arsip Vital, apabila
hasil pengujian da.Ir pemeriksaan ulang tersebut temyata bukan
kategori Arsip Vital.

2.

3.
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Contoh : II.a

Jenis/seri Arsip

Media Simpart

Volume

Periode/KurunWaktu :

Jalgka Simpan :

Status Hukum

Sifat

Lokasi Simpan

Nama Pendata



Contoh : II.b

CONTOH PENGISIAN FORMUL]R PENDAPATAN ARSIP VITAL

Instalsi
Unit Kerja

Jenis/ seri Arsip

Media Simpan

Sarana Temu Kembali

Volume

Periode/ Kurun waktu

Jangka Simpart

Tk. Perkembangan

Sifat

Lokasi Simpan

Sarana Sirnpa]l

Kondisi Arsip

PENDATAAN / SURVEI ARSIP VITAL

: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

: Bidang Aset

: Sertifikat tanah Kas

Kertas

Daftar Arsip

2 box

1990 - 2000

Selama lahan masih ada darr dikuasai Pemerintah
Provinsi Riau

Asli

Penting

Bidang Aset

Lemar:i tahan api

Baik

NamaPendata :SaltiDialaAnggraeni
Waktu Pendataan : 05 Janua-ri 2017
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LAMPIRAN III I PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : i

TAI{GGAL . 

DAF"TAR ARSIP VITAL (DAV}

Nama OPD :

Unit Keia :

Mengetahui,

Kepala Perangkat Daerah

NaIIIa
PaJlgkat
NIP.

5. Tahun

6. Jangka simpan

7, Status hukum

8. Lokasi eimpan

Pekanbaru,......................

Sekretaris

NaIna
Pangkat
NIP.

Keterangan Pengisian DAV:

1. Nomor : diisi dengan nomor urut Arsip Vital

2. Jenis/Series Arsip dan Uraian item series arsip : diisi dengan jenis/series
arsip dan riician setiap item series arsip

3. Media simpan ; diisi dengan media rekam Arsip Vital

4. Volume : diisi dengan banyaknya Arsip Vital, misal : 1 berkas

diisi dengan tahun AISip Vital tercipta

diisi dengan batas waktu sebagai Arsip Vitat

diisi dengan nama unit kerja asal Arsip Vital

diisi dengal tempat arcip tersebut disirnpan

9. Metode perlindungan: diisi dengan jenis metode perlindungan sesuai

dengan kebutuhan masing-masing media rekam yarg digunakan

10. Keterangan: diisi dengan informasi spesifik yang belum ada dalam kolom
yaIrg tersedia

NO Jenis/Series
Arsip dan

Umlan Item
Series Arsip

Media
Simpan

Volume Tahun Jangka
Simpan

Tingl':at
Perkem
bangan

Lokasi
Simpan

Metode
Perlindungan

Ket.

I 3 5 6 7 8 9 10
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LAMPIRAN IV: PERATURAN
RIAU
NOMOR :
TANGGAL :

GI'BERNUR

PROSEDUR PEMINJAMAN ARSIP VITAL

Prtnsip-prinstP Pemlnjaman Arslp Vital

1- Dilakukan Perangkat Daerah dengan prinsip kehati-hatian

2. Dapat mencegah, melindungi, mengamankan dan menl.€lamat-kan fisik
dan inforrnal dad status hukum, hak dal kewajiban serta aset

it"f."v"""t maupun kebijakanlkegiatan strategis Pemerintah Provinsi

Riau-

3. Menghindari resiko penyalahgunaan oleh pihak pemrnjam atau pihak

Lai.riya, yang berakibat timbulnya kerugian bagi Pemerintal Provinsi

Riau.

Prosedur Pemlnjaman Arsip Vltal
1. Pengguna mengajukan permohonan peminjarnan kepada Kepala

Pera:igkat Daerah pencipta fusip Vital, dengan melampirkan formulir
permohonan peminjamal (contoh IV.a);

2. Kepala Perangkat Daerah memberikan catatan persetujuan dan
pengesahan persetujuan peminjaman Arsip Vital dalam contoh IV'a;

3. Formulir yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Perangkat

Daerah pencipta arsip disampaikal kepada petugas layanal
peminjamal arsip;

4. Petugas layanan peminjaman melakukan penelitia'n terhadap
keabsahan dan kebenaran formulir peminjaman;

5. Petugas layalan peminjaman melakukan pencatatan dengan

menggunalal tanda bukti pinjaman sebagaimana contoh IV'b
(catJtan: petugas layanan peminjaman Perangkat Daerah haaya
diperbolehkal melayani peminjaman terhadap p€mohona!
p.min;a-uo yang disetujui darl disahkan Kepala Perangkat Daerah
pemilik arsip);

6. Petugas layanan peminjaman mengisi formulir tanda bul''ti
peminjaman 3 (tiga) rangkap:

a. Lembar 1, disimpan dalam file sebagai pengganti arsip yang
dipinjam ;

b . Lernbar 2 , disertakan pada arsip yang dipinjam;

c. Lembar 3, disimpan sebagai sarana penagihan.

7. Tanda bukti peminjaman ditandatangad oleh peminjam, petugas yang
melayani peminjaman dan Kepala Unit Kearsipan;
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8.

9.

10.

11.

Kepala Unit Kearsipan melatukan kontlol darr pengendalian serta

memastikal bahwa arsip yang dipinjam sesuai dengal permintaan

dan persetujuan Kepala Pemngkat Daerah;

Peminjam wajib mengernbalikan arsip dalam keadaan -utuh seLainbat-

tamUatnya paOa batas waktu peminjama:r yang ditentukan;

Petugas layana]1 peminjaman wajib menagih arsip yang belum

dike;balikan dalam batas waktu ya]lg telah ditentukan;

Petugas Layanan dapat membuat back-up bukli peminjaman dengan

merribuat buku peminlaman Arsip Vital, yang memuat item: nama
terang, patrgkat, NIP, unit kerja, organisasi, komitmen. peruntukan,
tanggZJ 

'peigaiual pinjam, tanggal persetujuan pinjam, tanggal
pengembalian, dan randa tangan peminjam

Contoh IV.a

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

FORMULIR PERMOHONAN PEMINJAMAN ARSIP VITAL

Nama I

Untvorganfsast
Talan^n /faY

Padh.l Arcin

Maksud dar Tujuar :

Komitmen/Pemyataan :

Pengesahan pengajuan

catatan Persetujuatlt 
NIP"""" " " .' """

Setuju Harap tinjau kembali catatan lainlain

tttl

Kepala Perangkat Daerai

Jabatan pemidam



I(eteraltganl

1.Nama

2.Unit/Organisasi
bertanggung jawab atas

3.Telepon/fax

4.Periha1 arsip

S.Maksud dan tujuan

6 .Pernyataa!

T.Pengesahan pengajuan

S.Catatan Persetujuan

diisi identitas/ nama Peminjam

diisi nama bagian/lembaga Yang
peminjarn arsip

diisi nomor telepon / fa-x peminjam

diisi jenis darr masalah Arsip Vital yang
dibutuhkan

diisi alasan Peminjaman dan
peruntukannya

diisi komitmen peminjam menggunakan
arsip tersebut halya untuk hal yang
positif. Dan bila penggunaan arsip
tersebut mengakibatkan kerugian bagi
pemilik arcip,maka peminjam beGedia
mempedanggungiawabkan sesuai
peraturan pemndangan yang berlal<u.

peminjaman: diisi na.na kota dan tanggal pengajuan
peminjaman tanda tangan, nama terang
pangkat. dan NIP Peminjam

: diisi tanda tangan dan stempel
Perangkat Daerah pemilik Arsip Vital,
kota dan tangga] persetujuan atau
peninjaual kembali atas permohonal
peminjam dan catatan lainnya Yarlg
Derlu di Perhatikan.



Contoh IV.b

PEMERII{TAH PROVINSI RIAU

TA.IIDA BI'KTI PII.IAM
rtanda tangan dibawah im :

Nama
NIP
Unit
Telepon
?elah meminjam arsip
Kode nomor
Perihal

Dan akan mengembalikan pada talggal :

Petugas yang melayali
Na]ara.
Pangkat
NIP

Peminjam

Nama................-..........
Pangkat.......................

Keterangan:
a. Nama
b. NIP
c. Unit
d. Telepon
e. Kode nomor
f. Perihal

h. Kota tanggal

NIP

Mengetaiui /menyetujui;
Kepala Unit Kearsiparr

Nama....-...-..-.....
Pangkat..........................
Nip..................................

diisi nama peminjam
diisi NIP peminjam
diisi unit dari peminjam
diisi nomor telepon unit peminjam
diisi kode nomor arsip
diisi perihal arsip yang dipinjam
diisi tanggal pengembalian arsip
diisi kota dan tanggal peminjaman

i. Jabatal Peminjam : diisi tanda tar1gall, nama
temng, pangkat, dan NIP peminjam
j. Petugas yafrg melayani : diisi tanda tangan, nama
tf,rang, pangkat, dan NIP petugas yang melayani
k. Persetujuan ; diisi tanda tangan, pangkat, dan NIP Kepa,la Unit
Kearsipan.

curenw nreu, 
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LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNI'R
RIAU
NOMOR : 
TANGGAT |

B.

PROSEDI'R PELINDUNGAN DAN PENGA&IANAN ARSIP VITAL

Pelindungan ArsiP Vital
Pelindungart dilakukan dengan cara:

1. Membuat Duplikasi dan Pemencaran (Di.spersal)

a. Perangkat Daerah yang menciptakan Arsip Vital membuat duplikat
atau salinai atau copy arsip dan menyimpan arsip hasil
penduplikasian tersebut di tempat terpisah dari arsip asli

b. Penduplikasia:r dapat dalam bentuk copy kertas, microfilm'
microlisch, rekaman magnetic, electronic records dan sebagainya

disesuaikal dengan peralatarr dan biaya yang tersedia'

c. Penduplikasian atau penggandaan harus mempertimbangkan aspek

eftsiensi.

d. Penduplikasian dalam bentuk microfor-rn atau CD-ROM harus
dibuatlkan back-up. Arsip asli digunakan untuk kegiatar kerja

sehari-hari sementara CD-ROM disimpan pada tempat penylmpanan

Arsip Vital yang dirancang secara khusus.

2, Penyimpanan da]am Peralatan KhwsJrs loaulting)

a- Perangkat Daerah dapat menyimpal Arsip Vital dalam peralatan
khusiis, seperti : almari besi, filling cabinet tahal api, ruang bawah
tanah, dan lain sebagainya.

b. Pemilihan peralatan simpan tergantung pada jenis, media dan
ukural arsip.

c. Peralatan penyimparan Arsip Vital tidak mudah terbakar imemiliki
daya tahan sekurang-kurangnya 4 jam sejak saat terjadi keba]<araIr),

keiap air dan bebas medan magnet (bila yang disimparI arsip
berbasis megnetik/ elektonik) .

Pengamanatl Ftstk ArstP

Pengamanan fisik arsip dilakukan untuk melindungi arsip dari arca'rnar
pemusnah/perusak arsip. Prosedur yang dilakukan dengan cara:

I . Pera-ngkat Daeral pencipta a"rsip ha.rus mengatur system pengamanan
ruang penyimpanan, teknis pengaturan peminjaman dan penggunaal,
pengatura-n ruang simpan, da-n penggunaan sistem alal^m

2. Tempat simparr Arsip Vital yang tahan gempa dal lokasi yallg tidak
rawan gempa, angin topan dan badai, bebas dari banjir.

3. Struktur bangunan dan ruangan dibuat tahan api, dan dilengkapi
dengan alarm pendeteksi asap, dan alat pemadam kebakaral.
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c, Pengamanan Infotmasi ArsiP

Pengamanan informasi arsip dilakukal dengan cara:

1. Mendaftar pejabat yang berhak meminjam' menggunakan dan

menggandakan ArsiP Vital'

2. Mengatur akses petugas kearsipal secara detail dan nncl

3. Setiap Perangkat Daerah dapat men)'usun prosedur tetap pengamanan

internal secara rinci dan detai

4. Memberi kode rahasia pada arsip dan spesifikasi orang-orang tertentu

yang punya hak akses'

5. Menjamin Arsip Vital hanya .dapat. 
dik"t^h:-t-:1"h petugas dan vang

berhak menggunakan agat terkontrol dengan oalK'

GUBERNUR RIAU,
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LAMPIRAfi VI I PERATURAN GUBERNUR

PROSEDUR PE.NYEI,AMATA DAN PEMULIIIAIT KERUSAKAI{ ARSIP VITAL
PASCA BENCAT{A

A. Penyelamatan

Tahap penyelamatan dilakukal untuk menghindari kerusakan yang lebih
parah dengan cara :

1. Mengevakuasi Arsip Vital dan memindahkan ke tempat yarrg lebih
anvrn.

2. Mengidentifikasi jumlah dan tingkat kerusakan dengan mengacu pada

daltar Arsip Vital.

3. Memulihkan kondisi fisik arsip maupun tempat penyimpanan'

B. Pernullhan

1. Stabilitasi dan pelindungan arsip yang dieval<uasi'

a. Sesegera mungkin dilakukan perbaikan struktur bangunan'

b. Atur stabilitas suhu dan kelembaban, dengal sirkulasi udara atau
menggunal<an kiPas an gil :

c. Arsip yang sudah dievakuasi dan dipindahkan ke tempat aman
frarus Agaga stabilitas suhu dal kelembabalnya untuk mencegah

kerusakan yang semakin parah, karena da-lam waktu 48 jam a'rsip

bisa ditumbuhi jamur, sehingga mudah membusuk dal halcur'

d. Dalam musibah kebakaran, kerusakan terhadap affip dari asap'
racun, api, suhu udara yang sangat tinggi, arsip harus djjauhkan
dari pusat bencana.

2. Penilaian tingkat kerusakan dan spesifikasi kebutuhal pemulihan

a. Lakukal penilaian dan peme.iksaan untuk menentukan jumlah
dan jenis kerusaka,n, media atau peralatan yang ikut rusak;

b. Hitung kebutuhan tenaga ahli darr peralatan untuk melakukan
penyelamatan.

3, Pelaksanaan Penyelamatan

a. Penyelamatan dalam bencana besar :

1) Bentuk tim kerja yang bertanggung jawab mengevakuasi dan
memindahkan areip ke t€mpat yang aman.

2) Keanggotaan tim kerja minimal harus melitratkan Perangkat' 
Daerah pelaftsana fungsi penalggulalgan bencana dan LKD

3) fim kela dapat dibentuk bersama oleh Perangkat Daerah
pelaksala fungsi penanggulangan bencala dan LKI)-

RIAU
NOMOR
TANGGAL
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t

Admin
Typewritten text
46 Tahun 2019 
20 September 2019



4) Lakukan penilaian tingkat kerusakan, mengatur proses oarr

mekanisme penyelamatan, termasuk pengaturan petugas,

rotasi pekedtan, serta mekanisme komunikasi dengan pihak-
pihak terkait.

b. Penyelamatan akibat bencana yalg berskala kecil'

Penyelamatan cukup dilakukan unit fungsional Perangkat Daerah'

Misainya musibah kebakaran yang tedadi di suatu kantor, maka
penyelamatan cukup oleh unit pengolah dan unit kearcipan
Perangkat Daerah dibantu unit keamanal-

c. ProsedurPelaksanaan

1) Penyelamata-n arsip akibat banjir :

a) takukarr pengepakan dan pemindahan arsip dari lokasi
bencata ke tempat yang lebih aman dengarr cara dibungkus
supaya tidak tercecer;

b) Pilah dall bersihkan arsip dari kotoran yang menempel
secata manual:

c) Siram arsip yang telah dibersihkan dengan cairan alkohol
atau thymol supaya kotora-n yarg menempel dapat terlepas
dan arsipnya tidak lengket;

d) Tempatkan arsip hingga suhu minus 40'C hingga arsip
membeku;

e) Keringka,n arsip yang telah dibekukan dengan
menggunakan vacum pengering atau kipas angin. Jangal
menjemur arsip dalam matahari secara langsung;

fl Ganti arsip yarlg ada salinannya yang berasal dari tempat
lain;

g\ BtJat baEk p aeluruh arsip yang sudah dlselamatkan;

h) Memusnahkan arsip yang rusak parah dengan membuat
Berita Acara arsip yang dimusnahkan;

Sedangkan untuk volume arsip yarrg sedikit, cukup
dilakukan dengal cara sederhana dengan tetap men;aga
suhu udara simpan antara 10 s/d 17"C dal kelembaban
25-35% Rh.

2) Penyelamatan arsip akibat kebakaran :

a) Prioritaskan arsip yang secara fisik dan informasi masih
bisa dikenali.

b) Bersihkal arsip dari asap atau jelaga secara manual

4. Prosedur Penyimpanan kembali :

a. Bersihkan tempat penyimpanan Arsip Vital yang tidak mengalami
kerusakal.

b. Tata kembali peralatan penyimpa'al Arsip Vital.



c. Atur kembali fisik arsip pada tempat tersedia.

d. Buat duplikat Arsip Vital hasil pemulihan.

e. Atur suhu dan kelembaban ruang sirnpan sesuai ketentuan.

f. Arsip Vital elektonik dalam bentuk disket, cartridge, CD dan
sejenisnya simpan ditempat tersendiri, setelah diformat ulang dan
dibuat duplikasinya.

5. Evaluasi

Eva]uasi dilakukan untuk mengetalui tingkat keberhasilan
penyelaInatalr Arsip Vital dalr penyusunan laporan.

GUBERNUR RIA

SYAMSUA
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